PUTUSAN

Nomor: 0013/IV/KIP-DKI-PS-A/2025 _
¥
KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA /

1. IDENTITAS «/
[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima; memeriksa, dan memutus
Sengketa Informasi Publik Nomor 0013/IV//KIP-DKI-PS/2025 --yayéijukan oleh:

#
&

Nama :  WILLEM SITORUS
Alamat . Gg. Pendawa 3 No=69.RT. 04/RW. 07, Kel. Lenteng
Agung, Jakarta Selat

&

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. /

&

erhadap
Nama Badan Publik v /DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
/ ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Alamat g JI. Laksda Yos Sudarso No.27 — 29, Tanjung
F "'..

# 4 Priok, Jakarta Utara

Dalam Mal‘ini d_ihédiri oleh Septian Bagja Wijaya selaku penerima kuasa dari Kelik Indriyanto
rd
selaku Kepg}-z‘i Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana Surat Kuasa

nomor-2297/K1.02.01 tanggal 18 Mei 2026, Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
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[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda :
1. Telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
2. Telah mendengar keterangan Pemohon:
3. Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
4. Telah mendengar keterangan Termohon;
5. Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;
2. DUDUK PERKARA 2

/4

[2.1] Bahwa Pemohon atas nama WILLEM SITORUS telah mengajitkad’ permohonan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik dj Kepaniteraan Komisi Infmj;gh Provinsi DKI
tkni 17 (tujuh belas)
Pemohon diregistrasi
dengan diberi nomor registrasi 0013/IV//KIP-DKI-PS/2025) cbagaimana telah diperinci
dalam tabel dibawah ini, yang merupakan bagian tidak terpi}éz

A. Pendahuluan

Jakarta secara berturut-turut dan serentak hingga jumlah keseluruhan

registrasi pada Tahun 2025, Bahwa kemudian salah satu pPERmMoh®

an dalam Putusan Ajudikasi

5
F

ini. /
Tanggal /
No. No. Registrasi Permoligha’ / Pemohon Termohon
Ke KI Dl9/
Jaka
1 0007/1II/KIP-DKI-PS/2025 | O%.Maret 2025 Willem Sitorus Suku Dinas Pemuda dan
4 Olahraga Kota Adm.
Jakarta Selatan
2 0009/III/KIP-DKI-PS/2025 | 12 Maret 2025 Willem Sitorus Suku Dinas Sumber Daya
/ Air (SDA) Kota Adm.
p 4 Jakarta Selatan
3 001 1/III}K&P—DKI-PS/2OZS 20 Maret 2025 Willem Sitorus Kelurahan Srengseng
) y ! Sawah
4 OQIZIIV/Kfl;-DKI-PS/ZOZS 24 April 2025 Willem Sitorus | Suku Dinas Pertamanan dan
| Hutan Kota Jakarta Utara
5 | 0013/IV/KIP-DKI-PS/2025 | 24 April 2025 | Willem Sitorus Suku Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota
Jakarta Utara
2
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6 0014/IV/KIP-DKI-PS/2025 24 April 2025 Willem Sitorus | Suku Dinas Pertamanan dan
Hutan Kota Jakarta Barat
7 | 0015/1V/KIP-DKI-PS/2025 24 April 2025 Willem Sitorus Suku Dinas Pemuda dan
Olahraga Kota Adm.
Jakarta Timur
8 0019/1V/KIP-DKI-PS/2025 30 April 2025 Willem Sitorus Dinas Sumber Daya Air
(SDA) Provix;}'si DKI Jakarta
9 0020/IV/KIP-DKI-PS/2025 30 April 2025 Willem Sitorus Dinas P?ﬁidikan Provinsi
/*’DKI Jakarta
10 | 0022/V/KIP-DKI-PS/2025 20 Mei 2025 Willem Sitorus S}lé Dinas Pertamanan dan
Hutan Kota J akarta Selatan
11 0023/V/KIP-DKI-PS/2025 20 Mei 2025 Willem Sitorl}V Suku Dinas Pemuda dan
4 Olahraga Kota Adm.
/ Jakarta Utara
12 | 0024/V/KIP-DKI-PS/2025 20 Mei 2025 Willem Sitorus Suku Dinas Pemuda dan
/ Olahraga Kota Adm.
’ Jakarta Barat
13 0033/X/KIP-DKI-PS/2025 01 Oktobly Willem Sitorus Kelurahan Pesanggrahan
2025/
14 0034/X/KIP-DKI-PS/2025 0% Qli;er Willem Sitorus Kelurahan Bintaro
/2025
15 | 0035/X/KIP-DKI-PS/2025 01 Oktober Willem Sitorus Kelurahan Cipulir
T 2025
16 0036/X/KIP~DKI-PS/2925/ 01 Oktober Willem Sitorus Kelurahan Ulujami
p / 2025
17 0037/)QKiP'-DKI-f’S/202S 01 Oktober Willem Sitorus Kelurahan Ragunan
/ 2025
Kronologi

Adapun Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu informasi :

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui sebuah surat
permohonan informasi publik kepada Termohon melaluj surat nomor 004/WS/I/25 pada

tanggal 23 Januari 2025 dan diterima pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat.
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Sesuai dengan pengamatan termohon di lapangan terkait pekerjaan jasa konsultasi pengawasan
Salinan Dokumen Informasi Pengadaan barang/jas Tahun Anngara 2024 pada Pada pekerjaan

dibawah ini meliputi:

No. | Nama Paket Pagu (Rp) Kode RUP

1./ Penigkatan Gapura di kelurahan | 152.109.788 47302569

Pademangan Timur _
p

2.| Peningkata Saluran Lingkungan | 10.570.500.974 473758y
di Kelurahan Koja /

3.| Peningkatan Sluran Lingkungan | 6.470.184.452 4]478966
di Kelurahan Pegangsaan Dua g

4.| Peningkatan Saluran Lingkungan | 5.318.549.344 j 47380519
di Kelurahan Kalibaru /

5. Peningkatan Saluran Lingkungan | 5.625 1507664 47387745

di kelurahan penjaringan

6. Peningkatan Saluran Lingkungan /3{279.3 82.982 47393199

di kecamatan Penjaringan

Fa
Dalam rangka melakukan, tugas?ﬂan/fungsi éran serta masyarakat sebagai control sosial
pada enyelenggaraan neg:?p/emohon meminta Salinan Dokumen Informasi Pengadaan

bara/jasa pekerjaan di‘atas, meliputi:

F,

1) Kerangka :&yé\ Kerja
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS

3),/Spesifikési Teknis
*2{) Rancangan Kontrak
/ 5) on!kumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi
6) Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan
7) Daftar Quantitas dan Harga
8) Jadwal Pelaksanaan dan data Lokasi Pekerjaan
9) Gambar Rancangan Pekerjaan
10) Dokumen Penawaran Administratif

11) Surat Penawaran Penyedia Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
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12) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBBJ)

[2.3] Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan karena tidak ditanggapinya permohonan
informasi melalui surat Nomor No.037/WS/I1/25 Pada Tanggal 24 Febuari 2025

[2.4] Bahwa pada tanggal 30 April 2025Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI J akarta pada tanggal yang
sama dan diberi Registrasi Nomor 001 3/IV/KIP-DKI-PS/2025;

[2.5] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik ¢ quo telah diadakan Persidang%udikasi
nonlitigasi yaitu: f
a. Pemeriksaan Awal yang pertama pada 04 06 Mei 2026 Yang diheyii/ oleh Pemohon
dan Termohon dengan agenda pemeriksaan kedudukan hikiim (Legal Standing).
b. Persidangan Ajudikasi nonlitigasi Pemeriksaan Awal yang kédua pada 20 Mei 2026
yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan agenda pemeriksaan kedudukan
hukum (Legal Standing),

¢. Persidangan Ajudikasi nonlitigasi Pemeriksaarn-Aws yang kedua pada tanggal 03 Juni

2026 yang dihadiri oleh Pemohon dar, Temfiohon dengan agenda pemeriksaan
kedudukan hukum (Legal Standing), 4

Yang dilaksanakan secara serentak maupun ko

yang dimohonkan oleh Pemohon, Sebsdgaimaria telah diperinci dalam tabel dibawah ini, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan.dal

Tabel Data Registrasi Sidang Ajudikasi Secara Serentak Maupun Kolektif Atas Nama
Pemohon Willem Sitorus Terhadap 11 Termohon Sekaligus

Putusan Ajudikasi ini.

No. | No. Registrasi Tanggal PEMOHON TERMOHON
Pefmohonan ke
, “KI DKI Jakarta
1 00}.27IV/K.IP3 24 April 2025 Willem Suku Dinas Pertamanan dan
BKEPS/2025 Sitorus Hutan Kota Jakarta Utara
2 001§jf\}/KIP- 24 April 2025 Willem Suku Dinas Perumahan Rakyat
M DKI-PS/2025 Sitorus | dan Kawasan Permukiman Kota
Jakarta Utara
3 0014/IV/KIP- | 24 April 2025 Willem Suku Dinas Pertamanan dan
DKI-PS/2025 Sitorus Hutan Kota Jakarta Barat
3.
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4 0015/IV/KIP- | 24 April 2025 Willem Suku Dinas Pemuda dan Olahraga
DKI-PS/2025 Sitorus Kota Adm. Jakarta Timur

5 0019/IV/KIP- | 30 April 2025 Willem Dinas Sumber Daya Air (SDA)
DKI-PS/2025 Sitorus Provinsi DKI Jakarta

6 0020/IV/KIP- 30 April 2025 Willem Dinas Pendidikan Provinsi DKI
DKI-PS/2025 Sitorus Jakarta

7 0022/V/KIP- 20 Mei 2025 Willem Suku Dinas Pertamanan dan
DKI-PS/2025 Sitorus Hutan Kota JaKarta Sélatan

8 0023/V/KIP- 20 Mei 2025 Willem Suku Dinas Pemuda.dan Olahraga
DKI-PS/2025 Sitorus Kotd Adnir Jdkarta Utara

9 0024/V/KIP- 20 Mei 2025 Willem SukuDinas Pémuda dan Olahraga
DKI-PS/2025 Sitorus Kota/iéjl. Jakarta Barat

10 | 0033/X/KIP- 01 Oktober Willem lurahan Pesanggrahan
DKI-PS/2025 2025 Sitorus /C

11 0034/X/KIP- 01 Oktober Willem ' Kelurahan Bintaro
DKI-PS/2025 2025 Siterus

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan pe )?o“han Informasi Publik a quo dengan maksud dan

tujuan adalah sebagai bahan informasisawal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau

Petitum '

[2.7] Bahwa Pemohon mﬁflélon kepada Ketua Komisioner Komisi Informasi, Menyatakan

Termohon telah salah *karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon

kontrol sosial;

F

wajib nyénuhl permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

.“‘I.‘l‘l
B. AlatBukti
Keterangan Pemohon
[2.8] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai

berikut:
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. Bahwa Pemohon mengatakan tujuannya memohon informasi adalah untuk
mendapatkan dokumen sebagai informasi awal untuk analisa dan melakukan
kontrol sosial;

. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan informasi melalui LSM TOPAN

RI namun sekarang memohon atas nama pribadi, namun dengan tujuan yang sama

yaitu

pengawasan publik;

¢. Bahwa Pemohon sudah pernah bersidang di Komisi Informasi Provinsi'®K [Jakarta
dengan nama LSM TOPAN RI mapun nama Willem Sitorus selaka peforangan dan

telah

mendapat putusann ajudikasi non litigasi Komisi Infonnis;;)ﬁ Jakarta;

d. Bahwa Pemohon telah mendapatkan obyek perkara berdasarakan perintah putusann

ajudikasi non litigasi Komisi Informasi DKI Jakarta;

&

e. Bahwa terhadap obyek perkara yang diperoleh Pemohon Belum dapat menunjukan

sebagai alasannya memohon informasi;

tindak lanjut, metode maupun hasil dari kontrol ?fyang selama ini disebutkan

f. Bahwa Majelis Komisioner telah berulang Kali meminta bukti tindak lanjut
Pemohon atas informasi publik yang diterima dan Pemohon berulang kali

mnejawab secara lisan untuk pengawasafi publik
g. Bahwa Pemohon ingin mengetaht%;ar hadir dan kontak dari masing-masing

Termohon yang hadir di persi?)gan;

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

gt B Salinan, ;?u Tanda Penduduk atas nama Willem Sitorus Warga Negara
Indonesia, NIK : 3174102901510003;
Surat -/ Salir;arx' surat Nomor: 004/WS/1/25 pada tanggal 23 Januari 2025 dan diterima
/™, pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat;
g ratKP-S ! Sélinan surat keberatan No.037/WS/I1/25 Pada Tanggal 24 Febuari 2025 atas
¢ ad /" | tidak dijawabnya surat No. 004/WS/II/25;
Asli  Surat Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi
SUTAEE Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 30 April 2025;
Surat P-5 Asli tanggapan tertulis Pemohon tanggal 03 Juni 2026;

0013/IV/KIP-DKI-PS-A/2025




Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon memberi keterangannya sebagai

berikut:

a. Bahwa Termohon menyatakan Permohonan informasi Pemohon dilakukan dalam

Jjumlah besar/banyak dan dilakukan secara berulang-ulang;

b. Bahwa Termohon menyatakan pada dasar nya informasi publik yang dimohonkan oleh

Pemohon adalah informasi yang terbuka b

¢. Bahwa Termohon mengatakan sebagian Badan Publik yang menjadi /Termohon

Pemohon;

menjawab/menanggapi permohonan informasi publik dalﬂateye“beratan dari

d. Bahwa Termohon mengatakan kebingungan dengan Pemohoh karena mengajukan

Permohonan informasi dengan berbagai legal standing yaitursebagai LSM TOPAN R,

informasi sebagai pemilik sebuah perusahaan;

sebagai perorangan dan juga pernah mengetahui latar/lydhkang Pemohon memohon

publik dari Pemohon dan bukti atas hal:hal” yang sudah dilakukan oleh Pemohon

e. Bahwa Termohon akan membuat tanggapan te/rt;yfétas semua permohonan informasi

sehubungan dengan tujuannya memohon, infotmasi publik selama ini.

f. Bawah Termohon menyampaikan,Perholon sudah melakukan permohonan informasi
dengan tidak sungguh-sungguh cilji;dak beritikad baik yang dalam ini memenuhi unsur

dalam Pasal 4 Peraturan‘Koemisi/Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur

i
F

i publik.

penyelesaian sengketa inforti
g. Bahwa Termohon meny}ng.:kan permohonan kepada Majelis Komisioner untuk

penjatuhan putusan se fsebagai pernyataan akhir dari tanggapan tertulis yang sudah

disampaikan oleh T}z:hon;

F

Fa

Surat—Surg,t”Termuhbn
[2.11] E/Saﬁwa Terimohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

#
ra

i

Sutar 1.1

Surat Kuasa Khusus Nomor 2297/KI.02.01 tanggal 18 Mei 2026, Yang
Ditandatangani Kelik Indriyanto selaku selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman selaku atasan PPID Sebagai Pemberi Kuasa;

Surat T-2

Tanggapan Tertulis tanggal 03 Juni 2026;
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3. KETERANGAN PARA PIHAK
[3.1] Bahwa Majelis Komisioner meminta kepada para pihak untuk membuat keterangan
tertulis beserta bukti-bukti pendukung yang memperkuat pernyataan maupun dalil-dalil pihak

Pemohon dan pihak Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan tertulis pada tanggal 03 Juni

2026, Sebagai berikut : ™
PERNYATAAN /

dalam sengketa antara

Willem STOrUS ......ceeceeereee s tbagai Pemohon
melawan: /

#
&

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provin}i%KI sebagai Termohon

Jakarta /

&

Dengan Hormat f

s d
Yang bertanda tangan dibawah 1\)i/

Willem Sitorus selaku Peny{on, dengan ini mengajukan pernyataan sebagai berikut:
#

Sesuai denga{}fUndanga‘ﬁndang no 14 Tahun 2008:

SN
Informasi Publik- adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau
dlteruna Qleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan
negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan

Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan

tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya
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bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Undang-undang ini bertujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, mengembangkan

ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi<Rubli yang
berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selaimyinfornasi yang

dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Begitu juga Undang-Undang no 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Neg,za/yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara metupakan hak dan tanggung jawab
masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang baik. Pengaturan peran serta
dalam Undang-Undang no 28 Tahun 1999 dimaksud: itk mewujudkan penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dair Nepotisme. Dengan hak dan kewajiban
yang dimiliki masyarakat diharapkan dapat lebih Bergairah melaksanakan kontrol sosial secara
optimal terhadap penyelenggaraan negdray dengan tetap menaati rambu-rambu hkum yang

berlaku. s

Dan juga Peraturan Pemerintah Nomr 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran
Serta Masyarakat dan Pemberian-Perighargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

Masyarakat adalah -orang ‘perseorangan atau kelompok orang. Peran serta Masyarakat
diwujudkan dglam bentlk: hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya
dugaan teL/&hf tejadi’ tindak pidana korupsi; Masyarakat dapat mencari dan memperoleh

informzi/9{/ riiengenai dugaan telah tedadi tindak pidana korupsi dari badan publik atau swasta.
.""‘.

Masyarakat dapat memberikan informasi mengenai adanya dugaan telah teg'adi tindak pidana

korupsi Kepada: a. pejabat yang berwenang pada badan publik Penegak Hukum. Pemohonan

dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun non

elektonik. Dalam hal permohonan disampaikan secara lisan, Pejbata yamgh berwenang pada

Badan Publik atau swasta wajib mencatat permohoan secara tertulis.
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Saya telah memohon informasi publik dan surat keberatan. Kedua surat ini ada foto copynya di
Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, namun sampai sekarang tidak ada dibalas (tidak
digubris), dengan begitu Termohon tidak mematuhi undang-undang yang ada sperti yang

tersebut diatas.
Dalam Kompilasi Hukum Keterbukaan informasi publik yang isinya sebagai berikut:

Pasal 52 Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau
tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, hlfost;al'Zblik
yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib térsedia setiap saat,
dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesu}éjngan Undang-
Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakarvpidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak RpS.OO0.0y?,O/(; (lima juta rupiah).

F
maka dari itu saya bermohon kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil
keputusan sesuai dengan peraturan yang ada dan kewenarga n/yang dimiliki meminta Termohon
memberikan informasi publik yang saya minta; karen%engan ini saya bisa melaksanakan

kontrol sosial sebagaimana fungsi masyarakat;

demikian saya sampaikan, atas kerjasamanya s?'/ucapkan terimakasih.

&

[3.3] Menimbang bahwa Termohon n‘gaénpaikan keterangan tertulis pada tanggal 03 Juni

F
i

2026, Sebagai berikut : /
JTANGGAPAN TERTULIS
/ TERMOHON
Vs ) dalam sengketa antara
7 y
Wllle?/S/Itorqu sebagai Pemohon
."‘--.Al‘l
melawan:
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Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi DKI sebagai Termohon

Jakarta

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nadia Zunairoh, S.H., Septian Bagja Wijaya, S.H., S.E., Ir. Suharyanti, M/T{ Agung
Suparjono, S.T., Handika Rizky Hutama,S.T., bertindak untuk dan atas namiaPinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku Termohon berdasarkan Sutat Kuasa Khusus Nomor

2297/K1.02.01 tanggal 18 Mei 2026, dengan ini mengajukan Kesim?«fsebagai berikut:

IDENTIFIKASI PARA PIHAK DALAM PERMOHONAN PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI /

&

Kedudukan Hukum Termohon /

&

Bahwa Termohon dalam sengketas.q q%alah Badan Publik Unit Kerja Perangkat Daerah
(UKPD) Provinsi DKI Jakarta.ydng Berada dalam struktur organisasi Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota JaKarta; yang dalam hal ini adalah Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Provinsi'DKI Jakarta.

Bahwa Termohon mern,lﬁkl kedudukan hukum sebagai Badan Publik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal;‘lr angka 3 Undang- -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik };ﬁg berbunyl “Badan Publik adalah lembaga eksekutif legislatif, yudikatif, dan
badan din ya’ng fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi
nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”
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B. Pemohon Tidak Mengikuti Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan
Sungguh-sungguh dan Itikad Baik

1. Bahwa Pemohon berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang mana
itu pula yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam menjalankan hak fungsi konffoksasialnya
yang melekat pada setiap warga negara atau masyarakat sebagaimana diatur'ddlam'Pasal 8 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negard“yarg Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu, “Peran serta m}ﬁakat dalam

penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut
mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih”, dan Pasal 9 a)Z(T ) huruf a mengatur,

“Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ‘Pasal 8 diwujudkan dalam
bentuk hak mencari. memperoleh. dan memberikan infor}é tentang penyelenggaraan

negara”. Dengan demikian secara peraturan perundang=undangan memang diberikan hak akan
tetapi dalam keterbukaan informasi publik terdapat tatd eara dan batasannya, termasuk terhadap

permohonan informasi yang tidak dilakukan deng fungguh-sungguh dan itikad baik.

Peraturan Komisi Informasi Nomorl*Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa

2. Bahwa dalam mekanisme penyelesaiar j?keta Informasi Publik sebagaimana diatur dalam
Informasi Publik, para pihak, batleP&méhon maupun Termohon, diwajibkan untuk menjalankan
proses secara sungguh-sungguli” dan tidak mengandung itikad buruk. Bahwa berdasarkan
ketentuan Pasal 4 ayat.( l)j;?ﬂiran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur

Penyelesaian SengketaInforinasi Publik yang berbunyi
#

F

3. "Para piha}.lifwajil_) mengikuti proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan
sunggu!r-{unggyﬁ.dan tidak mengandung itikad buruk." dan sesuai Pasal 4 ayat (2)
Peratur;m Kgn’ﬁsi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Infoﬁ;rlasi Publik "Penilaian terhadap kesungguhan dan itikad baik para pihak

merupakan kewenangan Majelis Komisioner”.

4. Bahwa mengingat informasi publik yang digjukan oleh Pemohon bukan merupakan

kewenangan Termohon untuk memproses langsung permohonan informasi yang dimintakan
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6.

oleh Pemohon, maka sudah sepatutnya permohonan informasi itu ditolak, hal tersebut sesuaj

dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan

Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pasal 3 ayat (1) huruf'b yang berbunyi “Menolak

memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan”.

Bahwa dalam perkara a guo, Pemohon mengajukan permohonan informasi*publik terkait

delapan paket pekerjaan kepada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan rmukiman

Kota Administrasi Jakarta Utara dengan rincian sebagai berikut. /
&
No Nama Paket Pagy/(Rp) Kode RUP

Pembuatan Gapura di Kelurahan Pademangan

1 52.109.788 47302569
Timur /
Peningkatan Saluran Lingkungan di Kelurahan L/

2 ) ‘- 10.570.500.974 47375861
Koja
Peningkatan Saluran Lingkungan di Kélutahan”

3 6.470.184.452 47378966
Pegangsaan Dua
Peningkatan Saluran Lingkungan di Keltrahan

4 4 5.318.549.344 47380519
Kalibaru
Peningkatan Saluran Lingkungan’di Kelurahan

5 i f 5.625.150.664 47380519
Penjaringan
Peningkatan Saluran,Lingkungan di Kecamatan

6 o 3.279.382.982 47393199
Penjaringan

I

_;

Bahwa dari delapan paket pekerjaan yang disebutkan di atas, Pemohon meminta masing-

masing /g/(dua belas) dokumen informasi pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2024 untuk

setiap paket pekerjaan tersebut, antara lain:

1) Keraigka Acuan Kerja.

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS.
3) Spesifikasi Teknis.

4) Rancangan Kontrak.

5) Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi.

6) Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan.

14.
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10.

11.

7) Daftar Quantitas dan Harga.

8) Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan.

9) Gambar Rancangan Pekerjaan.
10) Dokumen Penawaran Administratif.
11) Surat Penawaran Penyedia Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
12) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBBJ).
Bahwa berdasarkan Keputusan PPID LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar
Informasi Publik Dokumen PBJ, informasi pengadaan bersifat "terbuka Setelah pekerjaan
selesai”, dan Pada saat permohonan diterima, seluruh paket pekerjaan 941 dalam Masa
Pemeliharaan (Serah Terima Pertama/PHO telah dilakukan, namun Serak Terima Akhit/FHO
belum dilaksanakan). /h

y

Bahwa sesuai dengan Surat BPK dengan No: 20/LKPD 1%{2024/Interim-Tim3/12/2024

Interim yang dilakukan oleh BPK terhadap kegiatan. T

&

tanggal 4 Desember 2024 pekerjaan yang dimaksud ;adiﬁoin 1 sedang dalam pemeriksaan

Bahwa Pemohon terindikasi melakukan pef honan dokumen informasi dalam jumlah

Yang besar sekaligus atau berulang-iflang flamun tidak memiliki tujuan vang jelas atau
tidak memiliki relevansi dengan tu!';;an ;ermohonan. Hal ini berkesesuaian dengan
Keputusan Ketua Komisi InfermasiPusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur

Penghentian Proses Penyelesaiafi engketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan
Sungguh-sungguh dan Itikad/Bz.’Ik pada diktum KEDUA huruf b.

Bahwa dari seluruh permmtaan informasi yang Pemohon mintakan, Termohon memiliki
indikasi kugf bahwa Pemohon juga tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak
d1perole v mformaSI Hal ini berkesesuaian dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi
Pusat Nomor Q“l /KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa
Inforrna31 Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik
sebagaimana diktum KETIGA angka 2 hurufc.

Bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini dapat

dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad
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baik, yang dalam praktik dikenal sebagai ‘vexatious request’, dan oleh karenanya sesuai
dengan ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b serta ayat 4 Peraturan Komisi Informasi
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik serta
Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur
Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan
Sungguh-sungguh dan Itikad Baik sebagaimana diktum KETUJUH Majelis Komisioner
berwenang untuk mempertimbangkan penghentian pemeriksaan lebih lanjiit terhadap
permohonan tersebut dan menyatakan PERMOHONAN TIDAK DAPAT D}T{RIMA,
PEMOHON DIKUALIFIKASI SEBAGAI PEMOHON YANG TIDAK MELAKUKAN
PERMOHONAN DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH DAN ITIKAD/BAIK, DAN
MEMERINTAHKAN PANITERA UNTUK MENCATAT  NAMA’ PEMOHON KE
DALAM DAFTAR HITAM.

#
&

Demikian Tanggapan Tertulis ini disampaikan sebagai bentgléggung Jawab dan komitmen
Termohon dalam melaksanakan ketentuan peraturan pe e;ng-undangan tentang Keterbukaan
Informasi Publik secara proporsional dan berdasarkan‘hukum. Untuk itu kami memohon agar
permohonan Pemohon dinyatakan sebagai pe:?(onan tidak wajar (vexatious request) dan
agar Majelis Komisioner pada Komisi Inf? asi Provinsi DKI Jakarta yang memeriksa

sengketa a quo berkenan memutus seadil-}:iffnya:

/ MEMUTUSKAN:
4
1. Menyatakaf, pel;mbhonan Pemohon tidak dapat diterima dan/atau menjatuhkan putusan
sela "é;'upa penolakan terhadap permohonan Pemohon.
2. M*ényataigan Pemohon melakukan permohonan informasi publik tanpa itikad baik.
3. “Memasukan nama Pemohon dalam daftar hitam sesuai Ketua Komisi Informasi Pusat

Norior 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik.

Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).
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4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai
permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1)
huruf ¢ dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) juncto Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya
disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya.Permbhonan
informasi dan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya; /
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat
(1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis mempertimbangkan terlebih“dakulu hal-hal sebagai
berikut: /
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakartd urtuk menerima, memeriksa,
dan memutus permohonan a guo. /

2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon’ untuk mengajukan permohonan

penyelesaian Sengketa Informasi Publik,
3. Kedudukan hukum (legal standing)..'T rmohon sebagai Badan Publik dalam

penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

4. Batas waktu pengajuan permochon penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di‘atas, elis mempertimbangkan dan memberikan pendapat

sebagai berikut: /

A. Kewenangan Komiisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
[4.3] Menimbang bahwa K/pé Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai dua kewenangan,

yaitu Kewenangan Absqlﬁt dan Kewenangan Relatif.
-'"‘..-

v ;
Kewenf;néan Apét;lut
[4.4] Menimpéflg bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008
dinye-t.takan bahwa:
“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14
Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan
Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melaluj Mediasi dan/atau

Ajudikasi nonlitigasi.”
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[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008
Juncto Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa: “Sengketa Informasi
Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik
dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau
menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”
[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No, 14 33[1{11 2008
dinyatakan bahwa: “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkaf, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan /gZyeIenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan "Badan Publik lainnya
yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yanhg beryéadengan kepentingan
publik.” /f’
[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:
Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008: /
Ayat (1)
“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat'mengajukan permintaan untuk memperoleh
Informasi Publik kepada Baddn v terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

&

Ayat (7)
“Paling lambat 10 (sepu%ari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik
yang bersangkutan.waji ’*menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

a. informasi yan/géiinta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;

b. Badan Pubhk wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi
fyang dlmmta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah
penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui
kéberadaan informasi yang diminta;

¢. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi

informasi yang akan diberikan;

18.
0013/IV/KIP-DKI-PS-A/2025



e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat
dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau

g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8) b,
“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untak mengirimkan
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7*(tujth) hari kerja
berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.” /ﬂm

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008 4

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa,| dan “memutus permohonan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dafv/atau Ajudikasi nonlitigasi
yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik/béé:/arkan alasan sebagaimana

dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008.” /

&

Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:
Ayat (1)

30 (tiga puluh) hari kerja“setelzh itemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (1).” /

Ayat (2)

“Altasan pejabatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan

“Keberatan diajukan oleh Pemohjr? ormasi Publik dalam jangka waktu paling lambat

atas keberatan yz'ihg diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu
palipg’;lamb.:a.t 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pas-a!,ga ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008
“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat
14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”
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[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan
bahwa:
“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh
apabila:
a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan
PPID; atau
b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajitk vkepada
atasan PPID dalam jangka waktu 30 (ti gapuluh) hari kerja sejak keberyZditerima
oleh atasan PPID.” 4

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf /4.4] sampai, pavagiaf [4.8] Majelis

dua hal,yakni:
a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan perm/olwﬂan penyelesaian Sengketa

berpendapat bahwa yang menjadi Kewenangan Absolut Komisi Info7ef adalah menyangkut

Informasi Publik kepada Komisi Informasi;

b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon
dengan Badan Publik.

&

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakth permohonan dan fakta persidangan sebagaimana

diuraikan pada paragraf [4.4] hingga/;?gaf [4.9] terkait unsur Kewenangan Absolut
i

sebagaimana dimaksud pada pardgraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana

yang benar menurut UU No..14, Takun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan

permohonan informasi; kej;:r}lén, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik

uraian dalam paragraf [2.2] sam;jdjrfgan [2.3] sengketa a guo telah melalui tahapan prosedur

Komisi Informasi ProVifisi BKI Jakarta.

[4.11] Men}mbang bahwa berdasarkan paragraf /4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah
sengketg»é quo. adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis
akan mertilai, ferleblh dahulu memeriksa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan

Termohon yang diuraikan dalam dalam Bagian B dan C.

Kewenangan Relatif
[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:
Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008
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“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa

Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang

menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.”
[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No1 Sﬁh{n 2013
yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah: 4

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atai lembaga tingkat

provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemérifita] Provinsi, DPRD

féZO Daerah Militer,

BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, rganisani non pemerintah
tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUI»/i/ngcat Provinsi, atau lembaga

Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, K.

tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi“kewe angan Komisi Informasi Provinsi
adalah sengketa dimana yang menjadi Termyéx adalah Badan Publik yang tidak
memiliki kantor pusat dan kantor cabang, salnya suatu yayasan yang hanya terdiri
dari satu kantor saja di Provinsi téxtehtli:”
/
[4.14] Menimbang bahwa Termohoi /Jalah Suku Dinas Perumahan Rakyat dan
Permukiman Kota Jakarta Utara karenanya Majelis berpendapat dalam sengketa a guo,
berada dalam kompetensi relatif Vé:si Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya,
Komisi Informasi Provinsi}l?}’jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa

dan memutus senglketa d ¢
#

B. Keduduksn Hukuin (Legal Standing) Pemohon

[4.15] Me fmbang ‘bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun
2008 jaricio, Pdsal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon
penyelesaian’gengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang
menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana
diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun

2013, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi
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Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas
pemohon yang sah, yaitu:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat
membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemchon adalah
Badan Hukum; e
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam %mohon

mewakili kelompok orang.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidakvdibantah oleh Pemohon
dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon ﬁ perorangan dalam
sengketa a quo, maka berdasarkan uraian paragraf /4. 16] Pemohon‘telah menyertakan Identitas
Berupa Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon seba/g/i;,:kﬁ P-1;

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada aragraf [4.17] Majelis berpendapat
Pemohon adalah Badan Hukum yang mengdjukan'permohonan sengketa a guo dan memenuhi
syarat kedudukan hukum (legal standing) Sebagdi Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik dalam sengketa a quo. 4

C. Kedudukan Hukum (Legal-Standing) Termohon
[4.19] Menimbang bahwa kedudukan hukum adalah Suku Dinas Perumahan Rakyat dan

Permukiman Kota Jakayhara

sebagai Termohon Renyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a quo
sesungguhnya” telah dfuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif”
paragraf /4. /2] Sampai dengan [4.14] Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis
berlaku dalamjmenguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] di atas, Majelis berpendapat
Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam

penyelesaian sengketa a guo.
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D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam
persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan
pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam
bagian “Kronologi” paragraf /2.2] sampai dengan paragraf /2.5].

[4.22] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa InfofmasiPublik
diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut: /

Pasal 36 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (I)yhemberikan tanggapan
atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Infromasi Publi?émm Jjangkan waktu 30

(tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan sec?di‘tulis.

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008
“Upaya penyelesaian Sengketa InformasisPubli diajukan dalam waktu paling lambat

14 (empat belas) hari kerja setelah ditérim va tanggapan tertulis dari atasan pejabat
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36}5522).”

&

Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 201}/

Permohonan diajukan selm;bjlilambamya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau

memberikan tanggapan tertulis.

Fa

b. berakhirnya janfka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam

.-'

[4.23] Melgrmbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan
pennohgx{an penyelesalan Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian
“Kronologi” péragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.57] Majelis berkesimpulan bahwa jangka
Waktl...l permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah
memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013.
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E. Pendapat Majelis

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga
menjadi fakta hukum, bahwa pokok permohonan dalam sengketa a quo adalah Permohonan
informasi Publik Salinan Dokumen Informasi Pengadaan barang/jas Tahun Anngara 2024 pada

Pada pekerjaan dibawah ini meliputi:

Nama Paket Pagu (Rp) Kode RUP
5

Penigkatan Gapura di kelurahan | 152.109.788 47302569 /
Pademangan Timur

i
Peningkata Saluran Lingkungan | 10.570.500.974 4737589/
di Kelurahan Koja /’*
Peningkatan Sluran Lingkungan | 6.470.184.452 /47’378966

di Kelurahan Pegangsaan Dua

Peningkatan Saluran Lingkungan | 5.318.549.344 f;”'( 47380519

di Kelurahan Kalibaru /

Peningkatan Saluran Lingkungan [5.6251150.664 47387745

di kelurahan penjaringan

Peningkatan Saluran Lingkurigan, ,3.279.382.982 47393199

di kecamatan Penjaringan

Dalam rangka melakuk art tugas dan fungsi eran serta masyarakat sebagai control sosial
pada enyelenggm?/{egara pemohon meminta Salinan Dokumen Informasi Pengadaan
bara/jasa pekerjaan di atas, meliputi:
1 ;’xKerangI{a Acuan Kerja
’5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS
/ 3." Spesifikasi Teknis
4’ Rancangan Kontrak
Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi
Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan
Daftar Quantitas dan Harga

Jadwal Pelaksanaan dan data Lokasi Pekerjaan

L ® N ow

Gambar Rancangan Pekerjaan
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10. Dokumen Penawaran Administratif
11. Surat Penawaran Penyedia Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBBJ)

[4.25] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah meneliti dan memeriksa secara seksama
seluruh isi berkas permohonan penyelesaian sengketa a quo, yang terdiri dari surat Permohonan
Informasi Publik Pemohon, Surat Keberatan Pemohon, Permohonan Penyelesaian. Sengketa
Informasi Publik Pemohon, Tanggapan Lisan, Tanggapan Tertulis serta Buktibu .'*1 surat
Pemohon dan Termohon, Keterangan lisan da tertulis Pemohon dan Termohon,/g:‘njutnya
Majelis Komisioner memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai beriku/;

&

Kewajiban Badan Publik Membalas Permohonan Informasi Dzy{beratan

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang- fiang nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakarmbaliwa badan publik berkewajiban
menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan In:)?{ési Publik yang berada di bawah

kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publiks:selain informasi yang dikecualikan sesuai
rd

dengan ketentuan /

&

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pdsa)’7 ayat (4) Undang-undang nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi PublikR*yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib membuat

pertimbangan secara tertulis setia?ﬂbijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang

atas Informasi Publik.

[4.28] Menimbang bah g/lgdasarkan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Komisi Informasi nomor 1
tahun 2021 teptang S’Eaﬁdar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa badan Publik
wajib me igdiakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat
waktu,_ﬁfya rin.gan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta bukti-bukti surat dan fakta persidangan tanggal 06
Mei 2026, 20 Mei 2026 dan 03 Juni 2026 yang diperoleh selama persidangan sehingga menjadi
fakta hukum, bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban permohonan informasi
publik kepada Pemohon dan tidak memberikan tanggapan/jawaban atas surat keberatan

permohonan informasi publik kepada Pemohon;
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[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf /4.26] sampai dengan paragraf [4.29]
Majelis berpendapat bahwa Termohon seharusnya menjalankan kewajibannya sebagai Badan
Publik untuk memberikan layanan informasi publik dan menjawab permohonan informasi yang

diajukan oleh Pemohon melalui surat jawaban yang resmi.

Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Denga?n/ngguh-
Sungguh Dan Itikad Baik

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Kom}A‘ormasi No. 1
Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pl;lj}l?pisebutkan :
(2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan “yang tidak dilakukan dengan

sungguh-sungguh dan itikad baik. m/
(3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dil an dengan sungguh-sungguh dan

itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (i?déiah:

a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-
ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi
dengan tujuan permohonan.

b. melakukan permohonan den?/tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian
sengketa.

c. melakukan pelecehart ky(a petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar

prosedur penyelésaian.sengketa.

[4.32] Menimbang b_zé Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No.
01/KEP/KIP/V{2018, ’i“entang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa
Informz;s‘j/fl;ublilf{-'Yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh — Sungguh dan Itikad,
menyatakan\; Kedua : Permohonan yang tidak dilakukan sungguh-sungguh dan itikad baik
sebagaimana’aimaksud pada diktum pertama, yaitu:
a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang,
namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan
tujuan permohonan.

b. Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa
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Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan diluar

prosedur penyelesaian sengketa;

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Diktum Ketiga Keputusan Ketua Komisi Informasi
Pusat No. 01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh - Sungguh dan ltikad yang

menyatakan bahwa :
1. Permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus sebagaimana dimaksud l}aéa/ Diktum
Kedua huruf a, Yaitu : 4
a. Permohonan informasi publik yang sama diajukan secara sekyfg/us ke lebih dari
3 (tiga) badan publik; atau g
b. Permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon /l(nyebabkan pengalihan
sumber daya manusia secara masif dan/atau anggarati ya g besar untuk menyiapkan
informasi yang dimohonkan, /én
2. Permohonan berulang-ulang namun tidak meniliks 1 fuan yang jelas atau tidak memiliki
relevansi dengan tujuan permohonan sebagaimandimaksud pada Diktum Kedua huruf a,
yaitu : g
a. Mengajukan permohonan informdisi publik yang sama dan/atau berbeda lebih
dari satu kali kepada badan publik yang sama dalam jangka waktu yang
berdekatan; /.
b. Mengajukan permohionah. informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan
Publik yang berbeda w{p‘i tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah

pernah diminta da ’7atau;
¢. Permohonan in%asi publik yang diminta tidak memiliki kerugian secara
langsung at__a»s';tidak diperolehnya informasi.
3. Mela]gfif(an_pt?nﬁohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa,
ggbégaimgﬁé dimaksud pada Diktum Kedua huruf b, Yaitu :
A Pem@ﬂon tidak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa informasi publik;
.b. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik
dalam jumlah besar sehingga menggangu penyelesaian sengketa informasi

publik yang lainnya; dan/atau
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¢. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada
Termohon yang sedang disengketakan dan tidak ada perubahan substansi, alasan
dan/atau tujuan permohonan informasi publik;

d. Informasi yang diperoleh tidak dipergunakan sebagaimana tujuan permohonan
informasi publik dan/atau ketentuan peraturan perundangan.

4. Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Kedua huruf ¢, Yaitu dilakukan secara : “y
a. Verbal; dan/atau; /
b. Non Verbal.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Diktum Keempat Keputusan'Kétia Komisi Informasi
Pusat No. 01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Prose Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh % Sungguh dan Itikad yang
menyatakan bahwa untuk menentukan Permohonan dapat'dikualifikasi sebagai permohonan
yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan 4tikat baik sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kedua dan Diktum Ketiga, dilakukan melalui ?(édur :

a. Pemeriksaan Khusus; dan/atau 4
b. Pemeriksaan pada sidang Ajudikasi No;}(gasi.

&

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan-ursian paragraf /4.31] sampai dengan /4.34], Majelis
telah melakukan pemeriksaan perkata 4 guo melalui sidang Ajudikasi Nonlitigasi dan Majelis
perlu menilai apakah Pemchoh 'm}réjuhi kualifikasi telah melakukan permohonan informasi

publik dengan tidak sungglih-stngguh dan itikad baik yang akan dijabarkan pada paragraf
selanjutnya. /

Fa

F

Alasan dan, T ;ljuan Permohonan Informasi Pubkik Yang Tidak Jelas
[4.36] mmbané ‘bahwa Pasal 4 Ayat (3) Undang- -undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan lriforma51 Publik menyebutkan bahwa :
( 1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang ini.
(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
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b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh
Informasi Publik;
c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-
Undang ini; dan/atau
d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi
Publik disertai alasan permintaan tersebut. ¥
(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke penga% apabila
dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan ataukegagalan sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini. /a
7
[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan inforinasi publik dan surat
permohonan penyelesaian sengketa informasi, maksud’ dan® tuitan Pemohon melakukan
permohonan informasi publik adalah adalah sebagai bahan inforfnasi awal dalam melaksanakan

pengawasan masyarakat atau kontrol sosial terhadap a;%gzmn keuangan negara sesuai dengan
3

yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah nomor Tahun 2018 tentang peran serta

masyarakat dalam pemberantasan korupsi; 4

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan *fakta ersidangan tanggal tanggal 06 Mei 2026, 20 Mei
2026 dan 03 Juni 2026 Pemohon menyyéflj(an tujuan permohonan informasi publik sejalan
paragraph /2.6] bahwa Pemolion ;l?m’ihon informasi bertujuan untuk mendapatkan dokumen

sebagai informasi awal untuk pefigawasan publik;

[4.39] Menimbang baliwa* berdasarkan berkas sengketa yang teregister di Kepaniteraan Komisi
Informasi Prov1n31 DKL Jakarta, Pemohon hanya menyebutkan alasan dan tujuan yang sama
kepada setiap badan publik terlihat di dalam seluruh berkas penyelesaian sengketa informasi
yang ter/eéster d1 Kepamteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;

r _.-'
F

[4.4dj Menimbang bahwa fakta persidangan tanggal tanggal tanggal 06 Mei 2026, 20 Mei 2026
dan 03 Juni 2026 Pemohon tetap tidak dapat menjelasan dan membuktikan metode, cara
spesifik dan terukur yang dilakukan Pemohon untuk dapat merealisasikan tujuan dari
permohonan informasi publik Pemohon dari banyaknya informasi publik yang dimohonkan

Pemohon ke banyak badan publik sebagaimana terinci dalam paragraf [2. L]z
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[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph [4.36] sampai dengan paragraph
[4.40] Majelis berpendapat bahwa alasan dan tujuan permohonan informasi publik Pemohon
tidak jelas dan tidak bisa dibuktikan oleh metode, cara yang spesifik dan terukur untuk
mencapai tujuan tersebut dengan demikian Majelis menolak dalil Pemohon terkait dengan
alasan dan tujuan permohonan;

Ketidakjelasan  Pemohon  dan Tindaklanjut  Permohonan ya?/ tidak

dipertanggungjawabkan sesuai Alasan dan Tujuan;

TOPAN RI namun
sekarang memohon atas nama pribadi, namun dengan tujhan)yang sama yaitu pengawasan
publik; /

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tangga;li)ZMei 2026 Pemohon

menyatakan pernah mengajukan permohonan informasi mélalui

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persiddngan tanggal 06 Mei 2026 Termohon
menyatakan kebingungan dengan Pemohon karena engajukan Permohonan informasi dengan
berbagai legal standing yaitu sebagai LSM) TOPAN RI, sebagai perorangan dan juga pernah
mengetahui latar belakang Pemohon mem}dn informasi sebagai pemilik sebuah perusahaan;

[4.44] Menimbang bahwa berdasatRanfakta persidangan tanggal 06 Mei 2026 dan 30 Mei 2026
Majelis telah berulang kali mémerintahkan Pemohon untuk membuktikan pengawasan publik
sebagai tujuan permohonan™i 6rmasinya, atas putusan ajudikasi terdahulu telah diputuskan
oleh Komisi InformasiPK[Jakarta, namun Pemohon hingga persidangan tanggal 03 Juni 2026
tidak dapat membawa daﬁ menunjukan hasil kontrol sosialnya;

F |
i
#
g

[4.45] Mélimbang .bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 06 Mei 2026 dan 30 Mei 2026
Ma_]ehs teIah,Berulang kali menanyakan metode dari pengawasan publik yang dialukan oleh
Pemohon namun Pemohon tidak dapat menjawab secara rinci dan hanya berulang kali

mengatakan bahwa pengawasan publik adalah hak setiap masyarakat;
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[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 03 Juni 2026 justru ingin
mengetahui daftar hadir dan kontak dari masing-masing Termohon yang hadir di persidangan

tanpa alasan yang jelas;

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf /4. 42] sampai dengan paragraf [4.46 ]
tidak ditemukan metode atau cara yang spesifik, jelas dan terukur yang dilakukan Pemohon

untuk mencapai tujuan tersebut; ™y

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.42] sampai denganrparagraf [4.46]
Majelis berpendapat bahwa tujuan yang Ingin dicapai oleh Pemohon tid%:t dijelaskan

dengan jelas metode maupun hasilnya dan tidak tidak dapat dibuktikan"oleh Pemohon selama
ini telah dijalankan, sehingga Majelis Komisioner berpendapat “Pemohon tidak dapat

mempertanggungjawaban permohonan informasinyua; 4

Permohonan Informasi Publik Yang Dilakukan~dalam jumlah banyak dan Secara
Berulang-ulang /
[4.49] Menimbang bahwa Pasal 4 Ayat (2).damvAyat'(3) Peraturan Komisi Informasi nomor 1
tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaidn Sengleta Informasi Publik menyebutkan bahwa
(2) Komisi Informasi tidak wajib nanggapi permohonan yang tidak dilakukan
dengan sungguh-sungguh d?ziiad baik;
(3) Yang dimaksud dengan-pérmiohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh
dan itikad baik sebagm'}g: dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-
ulang namun t}fﬁo memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi
dengan tuju_aii permohonan;
b},,f’f;elakl_.lkhn permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian
//senglgcth.;
| .- ;I{élakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di

luar prosedur penyelesaian sengketa.

[4.50] Menimbang bahwa berdasarkan berkas permohonan penyelesian sengketa informasi
yang masuk sebagai lampiran Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi

DKI Jakarta, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik ke Badan Publik yang sama
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dalam jumlah yang besar sekaligus yaitu ke Unit Pengelola, Pusat Pelatihan, Kelurahan, Suku
Dinas dan Dinas yang mana dibawah Provinsi DKI Jakarta serta Badan Publik lainnya dibawah
naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah diuraikan pada paragraf /2.1] bagian

Pendahuluan dalam waktu yag relative berdekatan;
[4.51] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf /4.49] sampai dengan paragraf [4.50]

Majelis berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi terhadan badan
publik yang sama dan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang ula/;hingga

memenuhi unsur pemohonan dengan tidak beritikad baik dan bersungguh-Stimggth;

Uji kepentingan pemohon dalam permohonan informasi publi:7(erugian

[4.52] Menimbang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agunig Ne. 04 Tahun 2014 Tentang
F
Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Rapat Kamar Tata Usaha I:ne;a{a Mahkamah Agung RI yang
2

diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2013 sampdi defigan 20 Desember 2013 di Pusat

r
F

#

Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI mer:?ékan bahwa dalam perkara sengketa
P

informasi publik, unsur adanya kepentingan yang berimplikasi pada legal standing penggugat.

hal ini sejalan dengan asas no interest nosgétion”dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha

Negara sebagaimana yang dianut dalam pasal’53 (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha
i

Negara dan pasal 36 Peraturan Kor:?/fnfonnasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.53] Menimbang berdasarkan“fakta persidangan bahwa pemohon menyampaikan kerugian

yang diderita jika tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon maka tidak bisa
melaksanakan maksud d@éauan permohonan pemohon, namun tidak bisa menjelaskan dan

membuktikan{kerugiar_),fangsung dan kongkret yang akan diderita pemohon :

[4.54] ’ﬁimbapg‘ berdasarkan fakta persidangan tanggal 20 Mei 2026 dan 03 Juni 2026
terhadap_obyeK perkara yang diperoleh Pemohon belum dapat menunjukan tindak lanjut,
metode maﬂpun hasil dari kontrol sosial yang selama ini disebutkan sebagai alasannya

memohon informasi;

[4.55] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon tidak memiliki kepentingan
hukum langsung terhadap informasi yang dimohonkan, namun akan menggunakan informasi

tersebut untuk pengawsan publik tanpa metode yang jelas;
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[4.56] Menimbang bahwa Bahwa Majelis Komisioner berpendapat bahwa terkait infomasi
yang dimohonkan tidak berkaitan dengan kepentingan hukum Pemohon serta tidak
memberikan kerugian secara langsung, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon
masuk kategori permohonan yang tidak beritikad baik dan sungguh-sungguh sebagai dimaksud
dalam Peraturan Komisi Informasi Pasal 4 Nomor 1 tahun 2013 tentang tentang PPSIP.
b

[4.57] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraphy /41267 sampai
dengan paragraph [4.56], Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan puttisan‘akhir dengan
Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak PZkukan Dengan

Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik; /,e

&

5. KESIMPUL?«X(

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas’ Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Betw: ang untuk menerima, memeriksa dan
memutus permohonan a quo, 4

2. Pemohon memiliki kedudukan h% (legal standing) untuk mengajukan
permohonan dalam sengketa 4 guo*

3. Termohon memiliki kedudukan um (legal standing) sebagai Termohon dalam
sengketa a quo,

4. Pemohon dikualifikasikan“sebagai Pemohon yang melakukan permohonan dengan
tidaksungguh-sungguh! d%ad baik;

F
#
F,

/ 6. AMAR PUTUSAN

7 Memutuskan
[6.1] Menyatdkan.Pernohonan Pemohon tidak dapat diterima;
/ ,
[6.2] M/e{yataké{m’ permohonan Pemohon dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh dan itikad
baik; F4

#
ra
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Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 dalam Rapat Musyawarah Majelis
Komisioner oleh Agus Wijayanto Nugroho selaku Ketua merangkap Anggota, Harry Ara
Hutabarat dan Aang Muhdi Gozali masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini diumumkan
secara elektronik pada hari Rabu 24 Juni 2026 pada website Komisi Informasi Provinsi DKI
Jakarta.

Ketua Majelis

4 b
(Agus Wijayanto Nugroho) ...,_}/

Anggota Majelis ﬂ S&:}r
Harry Ara Hutabarat) -*\ / (Aang Muhdi Gozali)

)
Panitera Pengganti
¥ %

_.1

.\'.-"
Lﬁyﬂ Rivo Sani)

"'"l-..,;."
F
. F
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Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat
berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan
Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 24 Juni 2026
Panitera Pengganti a."i":"-y\“

(Elwin Rivo Sani) ..__‘:L:}/
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